PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 65 TAHUN 2013
TENTANG

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ANGKUTAN BARANG
DENGAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan,
dalam rangka mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan
gerakan lalulintas guna menjamin keamanan, keselamatan,
ketertiban, dan kelancaran lalulintas angkutan jalan, perlu
dilaksanakan pengawasan dan pengendalian angkutan barang
dengan kendaraan bermotor:

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang
Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Barang dengan
Kendaraan Bermotor;

Mengingat  : 1. Undanhg-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4
Juli 1950} jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indcnesia Nomior 15) sebagaimana teiah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta sebagai
Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republiik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonssia Tahur 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indenesia Nomcr
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),

3. Undang-Undang Nomor 38 Tzahun 2004 tentang Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);



Menetapkan

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5025);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4593),

6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 886,
Tarmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen
dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan
Lalulintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor
5221);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraann
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tatacara
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan
Pelanggaran Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indoriesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5346);

11.Peraturan Daerah Provinsi Jawa 2arat Nomor 10 Tahun 2008
tentang Urusan Pemieriniahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);

12.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);

13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011
tentang Penyelenggaraan Perhubungan ({Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2311 Nomor 3 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 97);

14.Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang
Pengendalian Lalulintas Angkutan Barang di Ruas Jalan Cadas
Pangeran (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor
22 Seri E);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN ANGKUTAN BARANG DENGAN KENDARAAN
BERMOTOR.



BAB |
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

e

10.

Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.

Pemerintah Dserah adalah Cubernur dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi
Jawa Barat.

Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.

Lalulintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalulintas
Jalan.

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala
bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan
perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalulintas, yang berada
pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah
permukaan tariah dan/atau air; serta di atas permukaan air,
kecuali jalan kereta api, jalan !ori, dan jalan kabel.

. Angkutan Barang adalah perpindahan barang dari satu tempat ke

tempat lain dengan menggunakan kendaraan di rvang lalulintas
jalan.

Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan
oleh peralatan mekanik berupa mesin, selain kendaraan yang
berjalan di atas rel.

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjuinya disingkat UPTD
adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas
Perhubungan Provinsi Jawa Barat.

Unit Pelaksaiia Penimbangan Xendarsan Bermotor yang
selanjutnya  disingkai UPFKB adalah  Unit Pelaksana
Penimbangan Kendaraan Berniotor Dinas pada Dinas
Perhubungan Provinsi Jawa Barat. et

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Paragraf 1
Maksud
Fasal 2

Maksud pengawasan dan ‘pengendaliaii angkutar barang dengan
kendaraan bermotor adalah untuk memberikan perlindungan kepada
pengguna jalan dan masyarakat di sekitar ruas jalan.

Paragraf 2
Tujuan
Pasal 3

Tujuan pengendaiian dan pengawasan angkutan barang dengan

kendaraan bermotor adalah :

a. mempertahankan tingkat peilayanan jalan, meliputi kelancaran
lalulintas, kualitas jalan,dan Fenyzimanan berlalulintas:



b. mencegah terjadinya kecelakaan lalulintas: c¢an

c. menertibkan angkutan barang dengan kendaraan bermotor sesuai
dengan tatacara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan
bermotor dan kelas jalan.

Bagian Ketiga
Sasaran
Pasal 4

Sasaran pengawasan dan pengendalian angkutan barang dengan
kendaraan bermotor adaleh penertiban angkutan barang dengan
kendaraan bermotor di lokasi tempat pemu=ztan, UPPKB, dan pada
ruas jalan tertentu. ;

Bagian Keempat
Ruang Lingkup
Pasal 5

Ruang lingkup pengawasan dan pengendalian angkutan barang
dengan kendaraan bermotor, meliputi :

a.pemeriksaan angkutan barang dengan kendaraan bermotor -di
UPPKB,; “ )

b. pemeriksaan angkutan barang dengan kendaraan bermotor di ruas
jalan;

c. pengaturan waktu operasi angkutan barang dengan kendaraan
bermotor;

d. penetapan jaringan lintas angkutan barang dengan kendaraan
bermotor; dan

e. peningkatan koordinasi antar Instansi terkait.

BAB Il
PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pemeriksaan dan Penimbangan
Paragraf 1
Umum
Pasal.6

(1) Pemeriksaan dan penimbangan angkutan barang dengan
kendaraan bermotor, dilakukan pada UPPKB dan di jalan.

(2) Pemeriksaan dan perimbangan pada UPPKB dilakukan oleh
Petugas 'JPPKB, dengan mengoperasikan alat penimbangan yang
dipasang secara tetap.

(3) Pemeriksaan dan penimbangar di jalan dilakukan oleh Dinas
bersama-sama Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, dan
Kepolisian Daerah Jawa Barat, dengan mengoperasikan alat
penimbangan yang dapat dipindahkan, dalam hal :



(1)

(2)

3)

a. terdapat indikasi peningkatan pelanggaran muatan barang;
dan/atau

b. kecenderungan kerusakan jalan yang diakibatkan oleh kelebihan
muatan angkutan barang dan/atau ketidaksesuaian jenis
kendaraan dengan kelas jalan.

Pasal 7

Pemeriksaan dan penimbangan angkutan barang dengan
kendaraan bermotci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(2), dikecualikan untuk :

a. kendaraan bermotor angkutan barang tidak bermuatan;

b. mobil barang pengangkut peti kemas;

c. kendaraan bermotor yang mengangkut alat berat;

d. kendaraan bermotor yang mengangkut bahan berbahaya;
e. mobil tangki bahan bakar minyak;

f.  mobil barang militer; dan

g. mobil barang kepolisian.

Pemeriksaan dan penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dapat dilakukan secara uji petik dengan mempertimbangkarn
karakteristik laiulintas.

Pasal 8

Pemeriksaan dan penimbangan angkutan barang dengan
kendaraan bermotor, meliputi :

a. daya angkut;

tata cara pemuatan;

kesesuaian dimensi kendaraan;
kesesuaian dengan kelas jalan; dan
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pendataan jenis barang, berat angkutan, volume angkutan dan
asal tujuan kendaraan.

Selain pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
dilakukan pemeriksaan fisik kendaraan bermotor, meliputi
persyaratan teknis dan laik jalan.

Pemeriksaan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan
bermoter sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan
menggunakan alat uji dan dilaksanakan oleh Penguji kendaraan
bermotor yang- telah memiliki kualifikasi teknis, sesuai dengan
jenjangnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Daya Angkut
Pasal 9

Pemeriksaan dan penimbangan daya angkut sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (1) huruf 2, meliputi : .



a. penimbangan kendaraan; dan

b. hasil penimbangan berat total kendaraan dikurangi berat kosong
kendaraan, menghasilkan berat muatan.

Paragraf 3
Tata Cara Pemuatan
Pasal 10
(1) Pemeriksaan tata cara pemuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasai 8
ayat (1) nuruf b, meliputi :

a. pemeriksaan terhadap tinggi maksimum kendaraan angkutan barang
beserta muatannya, yang diukur dari permukaan tanah sampai
dengan sisi tertinggi muatan kendaraan, dengan ketentuan tinggi
maksimum kendaraan 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan:

b. pemeriksaan terhadap lebar kendaraan beserta muatannya, dengan

ketentuan lebar kendaraan beserta muatannya tidak melampaui lebar
terluar dari badan terluar kendaraan;

c. pemeriksaan terhadap muatan kendaraan yang menjulur ke depan,
dengan ketentuan muatan kendaraan tidak melebihi sisi kaca
kendaraan bagian depan;

d. pemeriksaan terhadap muatan kendaraan yang menjulur ke
belakang, dengar ketentuan muatan kendaraan paling banyak
2 (dua) meter dari ujung badan kendaraan bagian belakang dan pada
ujung muatannya, dipasang tanda berupa bendera merah pada siang
hari atau lampu berwarna merah pada malam hari;

e. pemeriksaan terhadap penempatan muatan dalam bak muatan,
dengan ketentuan penempatan muatan pada bak kendaraan harus
dapat menjamin keseslamatan dan pendistribusian beban secara
merata pada kendaraan; dan

f. pemeriksaan terhadap kendaraan bermolor pengangkut barang
curah, dengan ketzniuan kendaraan bermctor pengangkut barang
curah wajib dilengkapi penutup, sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan. : :

(2) Pemeriksaan tata cara pemuatan sebagaimana ‘dimaksud pada ayat (1),
dilakukan untuk angkutan barang dengan kendarazan bermotor yang patut
diduga melanggar tata cara pemuatan, dan dilakukan melalui uji petik.

Paragraf 4
Kesesuaian Dimensi Kendaraan
Pacal 11
(1) Pemeriksaan terhadap kesesuaian dimensi kendaraan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf ¢, dilakukan melalui mekanisme :
a. pemeriksaan kesesuaian dimensi utama kerdaraan bermotor, meliputi:
1. panjang;
2. lebar;
3. tinggi;
4. jarak sumbu (wheel base);
5. julur belakang (rear over hang); dan
6. julur depan (front over hang);

b. pelaksanaan pemeriksaan kesesuaian dimensi bak muatan kendaraan
bermotor.

(2) Pemeriksaan kesesuaian dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dilakuiker melalui pengecekan hasil pengukuran dengan
buku uji kendaraan.



(3) Pemeriksaan kesesuaian dimensi utama kendaraan bermotor tidak
diberlakukan terhadap kendaraan angkutan barang yang sedang dalam
proses penindakan di tempat lain.

Paragraf 5
Kesesuaian dengan Kelas Jalan
Pasai 12

Pemeriksaan kesesuaian dengan kelas jalan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, dilakukan melalui pengecekan buku uji
dan/atau plat samping xendaraan bermotor dengan ketentuan kelas jalan
yang dilalui.

Paragraf 6

Pendataan Jenis Barang, Berat Angkutan,
Volume Angkutan dan Asal Tujuan Kendaraan

Pasal 13

Pemeriksaan mengenrai data jenis barang, berat angkutan, volume
angkutan, dan asal tujuan kendaraan ssbagaimana dimaksud dalam
Pasa! 8 ayat (1) huruf e, meliputi:
a. penimbangan kendaraan; darn
b. pemeriksaan dokumen angkutan barang.

-’

Bagian Kedua
Persyaratan Teknis dan Laik Jalan
Pasal 14

(1) Pemeriksaan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat {2), meliputi: .

a. masa berlaku buku uji;

b. kesesuaian spesifikasi teknis yang ada di buku uji terhadap fisik
kendaraan bermotor; dan

c. keaslian buku uji, dengan menggunakan alat pendeteksi keaslian
buku uji.
(2) Pemeriksaan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Penguiji.

(3) Dalam keadaan tertentu, pemeriksaan terhadap persyaratan teknis dan
laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat
dilakukan oleh Petugas UPPKE, yang memiliki kompetensi sebagai
Penguji kendaraan bermoter dan telah memiliki kualifikasi teknis,
sesuai jenjangnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangar:. -

(4) Pemeriksaan persyaratan lteknis dan laik jalan, diakukan untuk
angkutan barang dengan kendaraan bermotor yang patut diduga
melanggar persyaratan teknis dan iaik jalan, serta dilakukan melaiui vji
petik. .

Bagian Ketiga _
Operasional Pemeriksaan dan Penimbangari
Pasal 15

(1) Pemeriksaan dan psnimbangan angkutan barang dengan kendaraan
bermetor dilakukan secara 1 (satu) arah seria mempertimbangkan
aspek keseiamatan. kelancaran, dan keamanan lalulintas.



(2) Dalam hal kondisi volume Ilalulintas rendah, pemeriksaan dan
penimbangan dapat dilakukan secara 2 (dua) arah.

Bagian Keempat
Penutupan Kegiatan UPPKB
Pasal 16

Dinas dapat melakukan peruwpan kegiatan UPFKB dalam keadaan
tertentu yang sifatnya situasional serta mengakibatkan terganggunya
kepentingan dan hambatan operasicnal.

Bagian Kelima
Alat Penimbangan
Pasal 17

Dinas melaksanakan pengoperasian, pemeliharaan, dan perbaikan alat
penimbangan beserta fasilitas dan penunjangnya sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 18 _
Alat penimbangan yang dipasang secara tetap dan yang dapat
dipindahkan, wajib ditera cleh Instansi yang berwenang, sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pencatatan dan Pelapcran
Paragraf 1
Umum
Pasal 1¢

(1) Pemeriksaan dan penimbangan aigkutan barang pada UPPKB dan di
jalan harus dicatat dan dilaporkan.

(2) Pencatatar dan pelaporan Kkegiatan pemeriksaan dan penimbangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari laporan harian dan
laporan bulanan, meliputi:

a. waktu pelaksanaan;

jumlah kendaraan;

jumlah pelanggaran;

identitas kendaraan;

ienis barang yang diangkut; dan
. asal tujuan angkutan barang.

(3) Bentuk format pericatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf A dan B, sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

-0 o0 0T

BAB Il
PENGENDALIAN
Bagian Kesatu
Umum
. Paecal 20
(1) Pengendaiian angkutan barang dengan kendaraan bermotor di UPPKB
dan di jalan, dilaksanakan oleh Dinas.



(2) Pengendalian angkutan barang dengan kendaraan bermotor di jalan
dilakukan bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan
Kepolisian Daerah Jawa Barat atau Kepolisian Daerah Metro Jaya.

(3) Dalam hal keadaan tertentu pengendalian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2), dapat melibatkan Komando Daerah Militer
lll/Siliwangi dan/atau Instansi terkait lainnya.

Pasai 21

Pengendalian angkutan barang dengan kendaraan bermotor dilakukan
terhadap:

a. pengaturan operasi pada ruas jalan sesuai dengan kelas jalan;
b. pengaturan operasi di jalan pada kawasan tertentu; dan
c. pengaturan waktu operasi. .

Bagian Kedua
Pengaunaan Ruas Jalan
Pasal 22

(1) Angkutan barang dengan kendaraan bermotor yang menggunakan
ruas jalan harus memenuhi ketentuan mengenai kelas jalan sebagai
berikut:

a.jalan kelas |, yaitu jalan arteri dan jalan kolektor yang
digunakan untuk kendaraan dan muatan dengan ukuran:

1. lebar maksimal 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter;

2. panjang maksimal 18.000 (delapan belas ribu) milimeter;

3. tinggi maksimal 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan
4. muatan sumbu terberat maksimal 10 {sepulun) ton.

b. jalan kelas I, yaitu jalan arteri, kolektor, Ickal, dan lingkungan
vang digunakan untuk kendaraan dan muatan, dengan ukurar:

1. lebar maksimal 2.500 (duz ribu lima ratus) milimeter;

2. panjang maksimal 12.000 (dua belas ribu) milimeter;

3. tinggi maksimal 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan
4. muatan sumbu terberat maksimal 8 (delapan) ton.

c. jalan kelas Ill, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan
yang digunakan untuk kendaraan dan muatan, dengan ukuran:

1. lebar maksimal 2.100 (dua ribu seratus) milimeter:

2. panjang maksimai 9.000 (sembilan ribu) milimater;

3. tinggi maksimal 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter; dan
4. muatan sumbu terberat maksimal 8 (delapan) ton; dan

d. jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang digunakan untuk
kendaraan dan muatan, dengan ukuran:

1. lebar maksimal 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter;

2. panjang maksimal 18.000 (delapan belas ribu) milimeter;

3. paling maksimai 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan
4. muatan sumbu terberat maksimal 10 {sepuluh) ton.

(2) Dalam keadaan tertentu daya dukung jalan kelas Ill sebagaimana
dimaksud pada ayat (%) huruf ¢, dapat ditetapkan muatan sumbu
terberat kurang dari 8 (delapan) ton.

(3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, meliputi:

a. lalulintas- yang membutuhkan prasarana jalan, dengan muatan
sumbu terberat kurang dari 8 (delapan) ton; dan/atau



b. penyelenggara jalan belum mampu membiayai penyediaan
prasarana jalan untuk lalulintas dengan muatan sumbu terberat
paling berat 8 (delapan) ton.

Dalam pernerapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat {2) dan ayat (3), dilakukan pemasangan rambu lalulintas, sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penggunaan pada Kawasan Tertentu
Pasal 23

(1) Angkutan barang dengan kendaraan bermotor yang menggunakan
ruas jalan pada koridor atau kawasan tertentu, harus memenuhi
muatan sumbu terberat maksimal 8 (delapan) ton.

(2) Koridor atau kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditetapkan dengan memperhatikan:

a. tingkat kemacetan;
tingkat kecelakaan;
rawan bencana alam;
faktor lingkungan; dan
e. teknis dan kondisi jalan.

(3) Dalam penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2), dilakukan pemasangan rambu lalulintas, sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

0o

Bagian Keempat
Waktu Operasi
Pasal 24

(1) Angkutan barang dengan kendaraan bermoter yang melintasi ruas
jalan sesuai kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
ayat (1), dapat diiakukan pembatasan wakiu cperasi.

(2) Pembatasan wakiu operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan oleh Dinas dan/atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pembatasar waktu operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dan ayat (2), dilakukan dengan pemasangan rambu lalulintas pada
ruas jalan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penetapan
.. Pasal 25
(1) Penentuan ruas jalan, kawasan tertentu, serta pembatasan wakiu

operasi dan muatan sumbu terberat angkutan barang, dilakukan
berdasarkan kajian oleh Dinas.

(2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui
koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Kegolisian Daerah
Jawa Barat, dan Instansi terkait.
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BAB IV
MEKANISME PENINDAKAN
Pasal 26

(1) Penindakan peianggaran terhadap daya angkut, tata cara
pemuatan, kesesuaian dimensi kendaraan, kesesuaian dengan
kelas jalan, serta persyaratan teknis dan laik jalan dilaksanakan
oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

(2) Pelaksanaan penindakan dapat dilaksanakan oleh Penyidik
Pegawai Negeri Sipil bersama dengan aparat penegak hukum
lainnya.

(3) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam
Berita Acara Bukti Pelanggaran sebagaimana tercantum dalam
Lampiran huruf C, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

Pasal 27 -

(1) Hasil penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
diserahkan kepada Pengadilan Negeri setempat pada hari sidang
pertama berikutnya untuk diproses secara hukum sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal pelanggaran berupa kendaraan habis masa uji dan tanpa
dilengkapi dokumen, maka hasil penindakan diserahkan pada
Penyidik Kepolisian Daerah Jawa Barat yang dimuat dalam Berita
Acara Penyerahan Penyidikan.

(3) Format Berita Acara Penyerahan Penyidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf D,
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
SO$IALISASI DAN KOORDINASI
Pasal 28

(1) Dinas menyelenggarakan sosialisasi dan kocrdinasi pengawasan
dan pengendaiian angkutan barang dengan kendaraan bermotor.
(2) Sosialisasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dapat dilakukan bersama-sama dengan Pemerintah
Kabupaten/Kota, dan Kepolisian Daerah Jawa Barat.
(3) Dalam hal keadaan tertentu sosialisasi dan koordinasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat inelibatkan Komando
Daerah Militer Ill/Siliwangi dan/atau Instansi terkait lainnya.

BAB V!
PEMBIAYAAN
Pacsal 29

Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan pengawasan dan
pengendalian angkutan barang dengan kendaraan bermotor,
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Jawa Barat yang dikelola oieh Dinas.
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BAB VIl
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 30

Peraturan yang terkait dengan pengawasan dan pengendalian
angkutan barang dengan kendaraan bermotor yang telah ditetapkan
sebelum Peraturan Gubernur ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB VIl
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dalam penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Okteber - 2013

JDiundangkan di Bandung
) padatanggal 1 Nepember 2013

NIP. 19561224 198203 1 002

BERITA DAERAH PROVINSI| JAWA BARAT TAHUN 2013 NOMOR 65 SERI B



s 197y HOLYNIQYON

e gy 4 1UR QNS 10}RUIPJOY

‘Inye1aduan
NVIVI SY13X = M "LANONY VAVA = va ISNIWIA = SING ‘LYNIA VYYD VLVL = INDL L3N

Sunpueg T "ON IWwngeyns uejer
NVYONNINHY3d SYNIA
1vdved VMVT ISNINOYd HYLNIY3INIC

‘HOLONHIE NVVEVYANIM NVYON3A
ONVHVE NVLNHONY NVITVANIONId NVA NYSYMVYONId @ ONVINIL

¢102 13q@130

6z  TVOONVL
69 HOWON

1VHVE VMVYT JNNY3EGNO NVAHNLYH3d - NYAIdNYT

L1 91 ST vT | €T 4 1T ot 6 8 2 9 [ v € z 1
% NOL ONVEWIL NanNs 1N%9NVIg
M| va | swa | WoL NVLIVAN 1ar NYNNL Sy
13 | 11INE DNYY¥VYE | DNVAIS TYDONYL KA1 1ISVH HY1AINS ONVUVE SINAr NVYVHVANIN HOWON ON
NVYVOONYTad SINIS NVVSHIYINGD
ng8ay
nBem
|e33ue] /ueH
s gy 44 UM QNS BPEQ
uelieH Sueleg ueelepud) SnIy UBIEIEIUDH UEP UEESHLIBWad

vV WYHO4




1 IIUN QNS JOJeUIPIOY

ueguelld - uogaur) || YeAejIM v11 ALdn ejeday

................... ‘Buepawng ‘Inye1a8ualp
HYTAINT
0T
6
g
L
9
S
v
£
z
T
0z 61 81 LT 9T ST vT €1 r4 11 0T 6 8 L 9 s v 3 z T
(uoy) uojl ‘puay uol | "puay uol ‘PUB | wnwIL  Lvdvg ujey yepuiyip | A va SWWG | oL
1ar NIVI-NIV1 SI9ILVYLS OMVdINGS lva Hva zﬁ__.ﬂww.ﬂﬂma UBNBPULL| UYejal {oNv1IL) 1EdVE xquv_wﬂﬂmﬁ Mwwmh_u%_ TVOONVYL | ON
d 1ISYH ONVEINILL TISYH/LNNONYIA ONVA DNYHVYE SINIF NYNINL TYSY NVIYANIN3d SIN3r

eSS s R s gyadn
VLVH-V.1vd NVIYVH SY.LNIT N1V
NVIYVH NVdOdY1

3unpueg T 'ON IWNgeYNS ueel

NYONNENHY3d SYNIA
Lvdvd VMVT ISNIANOYd HYLNIY3INAd

g INNOA




FORMC

g bt S - mvm :
- ey ) BIAYA PERKARA AP it

DIPUTUSKAN HARI B . . OLEH HAKIM

CAP FENGADILAN HAKM

* PERNVATAAN TERDAIAANMBMIGL

SAYA LASNERIMA PUTUSAN HAKHA VARG TELAH BLISTUHIKAN DALAM PEIKARA TERSEBUT DI ATAB DAN MEMBAYAR UANG LEGES Rp. vt oo ©
s ; )

sersrersssmesassossoissssss TAMNGMBRAL ... e oo s
TERDAKWMNASMITL

TANOA SO EXSSIUE) . PERHATIAN UNTUK PARA PELANGGAR !

1O, REG IELAKEAAN i ! 1, w UNTUK PERIARA 1) DIANCAM PASAL 208 KLHP DENGAN
UANG DENDA GEBEBAR RQ. 1oxirerees e mzmlm.
G nd LAMG BLAVA PERICARA Mo, - ,_m BEADALANH MERUPAMAN SURKAT PAMGOILUAN LINTUM LIEMOHADMN® NE
SERAGAIMANA YANG TELAH urunmmmmmmw m Mmmm“mmimmmmmﬁmw mm
5 e : DA "'ﬁ‘ OUADIU  DAN  DUATUSSCAN  HUNCUMAN  SEATA
VANG BERABAL DARI UANG TITERAN WMMNGATMAT SLATEALMIAN HIMLUMUAN w 0
WO i sroiarisessrsinn TANGGAL ........ . 2. APABICA DENGAN BENOAIA TIDAK MEVENUH SUIAT PAMSCILAMN 1 DAPAT
TELAH DIBERITAHUKAN KE KANTOT wnuNM KE KAS DITUNTUT MELAMGEAR PARAL 218 AYAT (1) KUHR YANG BIWNCAM DENGAN
WELACRAAN S PIOAMA PRALIARA MARIAL 4 PULAN 2 ;
PETUGAS .. (PANDA TANGAN) PANGKAT 1mrvrsmismmsamss - N g -
AR . "SABATAM ) 2
CAP KEJAKEAAH N PRERHATIAN UNTUK PETUGAS @
FEHIRBLALN BUAP LAL PIOAA
U l- L o . > -
*
=t 1
— a
Pl
(=]
e
= . 2 o TILANG:No.A. [}B.{,{}ﬂﬂ T
PENVIDN 5
P mwmmmrmumumw m"ﬂ-l G1 TERDAKWA
« NAMA : MELANGGAR PASAL :
) ALAMAT :
:]{:5 JUMLAH TITIPAN : Rp.
PEKERJAAN : <= PENDIDIKAN -2
UMUR : TEMPAT = - [HO_KTP x
TEC AT FEN:"ATAAHM
SiM GOL : NO. : TANGGAL x enunjulan wekll o mm
KEND. NG, POL ¢ | JENIS : NO. KA ¢ T e ) e A R
MERK NO. s : .
PADA HARI INI .. ey TAHUN Umur =
JAM S— - DAL ASA WIHLAYAM
DEROARARIAN PASAL 38 AVAT (1) UU Ha. &/10681 DAN PAJAL 282 AVAT (1) | Uses Baya N g
UY No. 22/2000 SERTA PASAL 160 AYAT (2) PERDA Ne. 22011 —-IH—UZHWMOWHMM
sTUX f : KAN ol sinctory it
: v BARBUK LAIN | No DITERBITKAN | TANGGAL ,__"‘"""""“"‘ il
E:ﬂKIKP TRAYEK 1: = W“Awﬂdlrm“
SEI..AN.KITN\’A PENYIDMC ATAS KUASA PENUNTUT UMUM MEWAHBKAN TERDAKWA, *
v MENGHADNR SIDANG DI PENGADILAN
PADA HARS wuvesmessecveensssss e e e TANGGAL : ETNY] F Thang
Capinnds wngen * 2
5 E,L . o ,
3 = g NAMANG - BARANG TITIPANABARANG BUKTI DARAT PENGRIMA UANG TITIRAN Caphmrds engan
‘_?, G PANGKAT DIAMEL D1 !
3 3 S5 NO. SBKEP &
22|53

BEPUA BARANG mmmm mA a-uumm DEMNAA N
PERIKARA SREAGABIANA TERTERA DALAM TILANG. DINALNCINI
TELAN DN ERAHKAN KEMEAL! DALAM KEADASN BAIK
YANG MENERWA PATUGAR VAR b ERAHCAN
MAMA . A s ¥ o]
ALAMAT 5 ALAMAT ¢ ¢ g
OAS
TARGA TANGAN e | CAP DINAS : T TANDATARGAN ¢
s s se WPNCIEAL it i st n
TERGARKWAWAKIL
MO ARG KEIARBAAN ... 2 1. PEMUE G SUAP UNTUX PERIAIVA ’pwr.htlmuxw mrw
G L ABRALASRANTR
UANG DLNNA SEREIAR Rp. . .. L FOANATEHIARA AN
DAN UAKNG GKVA FEFICARA By zmummmmmﬁmu 5
SEBAGAIMARA YANG TELAK OIPUTUBICAN OLEH FENGADLAN NEGERI . o mmwm,m\-‘mm By
s e e DLAXUNAN UNTLAC DIADE)  DAN  DUATUMIGAN  HURUAM - SERTA
VANG m;_ Nm UANGTITPAN FEI.ANQGAMERDAMDENMMT MELANEAMUCAN HUKLBGAN DRMASUD
MO, ecrrcen MR - . 3 APABILA DENGAN SENGAIA TIDAX MELIENUI BURAT SANGGILA It OArKE
VLA uulmvwou.u KE mlun BARRC unrl'ux CHIETORIKAN KB WA e wu«urw mumunm WANG DIANCAM DERQAS
WA SAAN WEGERL . oo cmvmnnis amrmmsoas nissimL
PETLGRAD e e e vnsieeees [TANDA TANCGAN) PANGKAT ., "
PERHATIAN UNTUK :
= PEMCIMAN BUAP PERKARN B DIRHCAI PAGAL 418 4P DENGAN PIDANA
PERIARA MAKERIUN 3 TAHUN




FORM D

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PERHUBUNGAN

UPTD LLAT WILAYAH ...ccovicimivivsivmiinasssnsasisisins
“PRO YUSTITIA”
BERITA ACARA PNYERAHAN PENYIDIKAN
NOITON: sissisa s s s sis naamnsn
Pada hariini........cccceu.... tanggal ..occoevvvevnennnn. bulan ... tahun ... | -] F————— WIB.
SaYa  NAMA  aimsscimeioiisammisiins mmns samseansssasssns N O I RN S B Pangkat
................................................................. salaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Barat. NO. SKEP :© ....vvvviiiiiieiee ettt , berdasarkan :
1. Hasil pemeriksaan teknis dan administrasi di unit PenimMbangan ..........ccccoocoeoeoereeceeeeeeee e eeeese e e e
terhadap Kendaraan Bermotor :
a. No Kendaraan/No. Uji R s
b. Nama Pengemudi CenasR
c. Umur Ty T T T tahun
d. Alat Pengemudi s
e. Jenis Kendaraan SR
f.  Masa Uji Berkala Lo s
2. Hasil Penimbangan :
a. Berat Kend dan Muat SRR T
b. IBI SR
c. Kelebihan Muatan ;I

Dari  hasil pemeriksaan kendaraan tersebut diatas, telah melakukan Pelanggaran Pasal
........................................ , Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Atas dasar
kewenangan yang dimiliki oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada DinasPerhubungan, proses penyidikan
terhadap tersangka dalam Perkara Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas tersebut, selanjutnya diserahkan ke Pihak
Kepolisian untuk ditindaklanjuti proses penyidikannya sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

Nama Sl emsses s e T T Y L S S S e SN R S SRR SR SR e
PENBKAT B ouueususs b i s s s s s P e G BN P s
Jabatan ¢ Kepala KepoliSian qeiviicvsinnsmimamiss st i it

Selaku Penyidik

Demikian Berita Acara Penyerahan Penyidikan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk menjadi periksa.
Kemudian ditutup dan ditandatangani.

Yang Menerima Yang Menyerahkan

Tersangka




